BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang pelayanan publik berbasis
akan prinsip-prinsip hak asasi manusia bagi warga binaan pemasyarakatan di Rumah
Tahanan Negara Kelas I1B Kefamenanu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kemudahan Pelayanan yang diselenggarakan sudah berlandaskan prinsip HAM
yakni prinsip universal atau kesamaan hak, non diskriminasi dan tanggungjawab
negara yang dibuktikan dengan adanya kemudahan akses pelayanan bagi warga
Binaan Permasyarakatan serta pada pelaksanaanya berjalan dengan baik, mudah
diperoleh dan tidak dipungut biaya sama sekali, transparan dan merata dirasakan
oleh suluruh warga binaan. Namun terdapat hambatan yakni adanya fasilitas
pendukung pelayanan berupa ruang bermain anak yang tidak terdapat
permainan di dalamnya serta ruang laktasi yang tidak memiliki tirai penutup
serta tempat duduk di dalamnya.

2. Pelayanan wajar dalam prinsip universal, non diskriminasi,dan tanggungjawab
negara, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sudah cukup baik
yang dibuktikan dengan tercukupinya semua kebutuhan dasar warga binaan di
dalam Rutan, perilaku petugas yang ramah dan santun mencerminkan pelayanan
yang prima serta tidak adanya tindakan diskriminasi serta kekerasan fisik dari
petugas.

3. Pelayanan yang sama dalam prinsip universal, non diskriminasi,dan
tanggungjawab negara, berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa
pelayanan sudah sesuai dengan prinsip HAM. Dalam artian tidak diskriminasi

dan tidak membedabedakan suku, ras dan golongan. Dibuktikan dengan
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tanggapan warga binaan yang menyatakan bahwa pelayanan yang diterima sama
dan setara dengan yang lain, tersedianya fasilitas pendukung bagi kelompok
rentan seperti jalan yang landai, toilet duduk bagi kaum lansia serta jalur khusus
kaum difabel, kursi roda serta adanya petugas piket yang siaga untuk membantu
warga binaan yang sakit.

4. Pelayanan Yang Jujur dalam prinsip universal, non diskriminasi dan
tanggungjawab negara, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa
sudah sesuai dengan prinsip HAM, dibuktikan dengan tanggapan warga binaan
selama menjalani masa pidanan di Rutan tidak pernah dipungut biaya sama
sekali untuk mendapatkan pelayanan. Petugas melayani sesuai dengan standar
operasional prosedur. Adanya upaya petugas untuk meminimalisir pungli dan
mengedepankan hak warga binaan dengan mendapatkan pelayanan yang baik,
tanpa imbalan, terbuka, mudah, dan dapat diakses semua warga binaan yang
membutuhkan pelayanan dengan sosialisasi secara rutin, serta pemasangan
poster layanan pengaduan sebagai bentuk akuntabilitas bagi masyarakat.

Secara keseluruhan pihak Rutan Kefamenanu secara maksimal telah
memberikan pemenuhan dan penghormatan serta perlindungan hak asasi manusia
dalam pelayanan, namun tak bisa dipungkiriterdapatbeberapa hal yang perlu
diperbaiki dan ditingkatkan guna menciptakan pelayanan lebih maksimal.

5.2 Saran

Penelitian yang telah dilakukan pada dasarnya merupakan suatu konsep yang
ditawarkan agar pelayanan publik yang dikakukan bagi warga binaan
pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas 11B Kefamenanu berbasis akan
pemenuhan hak asasi manusia. Konsep tersebut bertujuan untuk memberikan

kontribusi secara positif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi. Untuk itu penulis
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menyarankan agar kedepannya prinsip HAM yang diaplikasikan dalam pelayanan
kepada publik oleh Rumah Tahanan Negara Kelas 1IB Kefamenanu perlu
dioptimalkan dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, SOP terkait
pelayanan publik yang berbasis HAM perlu di pelajari secara baik oleh seluruh
pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas 11B Kefamenanu agar tetap profesional dan
adaptif kemudian bagi warga binaan permasyarakatan dalam menjalani proses
pembinaan sejatinya harus tetap patuh dan mengikuti semua aturan yang berlaku
serta bagi masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara agar tidak lagi berasumsi
bahwa Rutan sebagai tempat penyiksaan karena sejatinya Rutan adalah instansi
pemerintah yang menajalankan fungsi sebagai tempat penitipan tahanan serta

lembaga pembinaan masyarakat yang bermasalah dengan hukum.
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